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PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN
PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI KAMPUS CABANG

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keberadaan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) di Indonesia selaras

dengan tujuan pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2012 yaitu:

1. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten,
dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

2. menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan
peningkatan daya saing bangsa;

3. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat
bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan
umat manusia; dan

4. mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan
karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Model penyelenggaraan PTLN
PTLN di Indonesia dapat diselenggarakan dalam bentuk Kampus cabang
(branch campus) yang sepenuhnya dibentuk oleh lembaga negara lain yang
selanjutnya akan disebut PTLN Kampus Cabang. Panduan ini secara
khusus berfokus pada pendirian PTLN Kampus Cabang yang berbentuk
universitas, institut, atau sekolah tinggi.

II. PTLN KAMPUS CABANG
A. Landasan Hukum

Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang diselenggarakan di Indonesia

diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan
Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan
Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan
Usaha Asing, dan Orang Asing.



5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53
Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri
dan Pendirian dan Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta.

B. Deskripsi

PTLN di Indonesia menjadi mitra strategis PI'N dan PTS di Indonesia

dalam:

1. meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Indonesia untuk berdiri
sejajar dengan PTLN yang berkualitas;

2. meningkatkan kualitas calon dosen di Indonesia melalui akses
program pasca sarjana yvang berkualitas di PTLN dengan biaya yvang
lebih efisien;

3. meningkatkan kualitas SDM profesional, penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan invensi dan inovasi secara lebih merata di
seluruh Indonesia dengan adanya PTLN di daerah; dan

4. meningkatkan sinergitas kerja sama riset dan pendidikan antara

Perguruan Tinggi Indonesia dan PTLN.

Il1. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PTLN KAMPUS CABANG
A. Persyaratan Pendirian PTLN Kampus Cabang

1. Syarat Pengusul
Pengusul merupakan badan penyelenggara PTLN yang berbadan
hukum berupa yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain yang sesuai
perundangan yang berprinsip nirlaba.
Pengusul harus memenuhi Syarat Penyelenggaraan, memperoleh
undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta
bersedia menyelenggarakan kampus cabang di lokasi yang ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Syarat Penyelenggaraan

Secara umum, terdapat 19 (sembilan belas) persyaratan yang
diberlakukan untuk pengusulan penyelenggaraan PTLN di Indonesia,
sebagai berikut:

No. Persyaratan Dokumen

1. | PT asal dan/atau bidang studi/ subject Dokumen pemeringkatan.
menduduki peringkat 200 (dua ratus)
terbaik dunia berdasarkan penilaian
Kementerian; atau
Dalam hal PT asal dan/atau bidang Surat undangan dari
studi/ subject tidak menduduki Kementerian Pendidikan dan
peringkat 200 (dua ratus) terbaik Kebudayaan.
dunia, maka PTLN harus memperoleh
undangan dari Pemerintah Indonesia

2. | Syarat badan penyelenggara; Salinan  pengesahan  badan

hukum Yayasan.




No. Persyaratan Dokumen
Salinan Nomor Induk Berusaha
(NIB).
Bagan organisasi antara PTLN
Kampus Cabang dan perguruan
tinggi pengusul.

3. |Dosen; Disamakan dengan kampus

awal, dikecualikan untuk 4
(empat) mata kuliah nasional.

4. |PTLN vyang  diselenggarakan  di Surat pernyataan komitmen
Indonesia wajib memiliki mutu yang untuk meyelenggarakan
sama atau lebih tinggi dari pendidikan Pendidikan tinggi yang memiliki
vang diselenggarakan di negaranya,; mutu sama dengan perguruan

tinggi di negara asal.

5. |PTLN menyelenggarakan program Surat pernyataan beserta
studi pada program sarjana dalam dokumen kurikulum dari
bidang sains, teknologi, rekayasa, dan program studi yang diusulkan
matematika (science, technology,
engineering, and mathematic — STEM)
termasuk nanoteknologi, brain
science, perubahan iklim, ekonomi
digital, ekonomi kreatif, pariwisata,
material baru, robotik, dan data
science dan/atau program pasca
Sarjana;

6. | Kesediaan menyelenggarakan PTLN Surat Komitmen
pada lokasi yang ditetapkan oleh penyelenggaraan PTLN pada
Kementerian Pendidikan dan lokasi yang ditetapkan oleh
Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

7. |Pada kurikulum  Sarjana, PTLN Rancangan kurikulum vyang
menyelenggarakan 4 (empat) mata memuat 4 (empat) mata kuliah
kuliah nasional yaitu agama, bahasa nasional.

Indonesia, Pancasila, dan
kewarganegaraan oleh dosen Warga
Negara Indonesia;

8. |PTLN melaksanakan kerja sama Pindai asli dokumen perjanjian
Penelitian dan Pengabdian kepada kerja sama dengan PTL.
Masyarakat dengan Perguruan Tinggi
Indonesia;

9. | Hasil Peneliian dan Pengabdian Surat komitmen untuk
kepada Masyarakat dengan PTN dan mendaftarkan hasil penelitian
PTS setempat didaftarkan ke dengan Perguruan Tinggi
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Indonesia.
dan Intelektual, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

10. | PTLN merekrut mahasiswa asing Surat komitmen merekrut
paling sedikit 20% (dua puluh persen) mahasiswa asing paling sedikit
dari jumlah seluruh mahasiswa; dan 20% (dua puluh persen).

11. | Nama PTLN Kampus Cabang sama
dengan nama perguruan tinggi di
negara asal.

12. | Level  Kualifikasi lulusan  PTLN Komitmen




No. Persyaratan Dokumen
Kampus Cabang sama  dengan
kualifikasi lulusan perguruan tinggi di
negara asal.
13. | [jazah, Gelar, Surat Keterangan Kormitinen
Pendamping Ljazah (Diploma
Supplement), dan Transkrip yang
dikeluarkan oleh PTLN Kampus
Cabang sama dengan [jazah, Gelar,
Surat Keterangan Pendamping ljazah,
dan Transkrip yang dikeluarkan oleh
perguruan tingei di negara asal.
14. | Mahasiswa PTLN Kampus Cabang Komitmen
tercatat dalam basis data mahasiswa
perguruan tinggi di negara asal.
15. | Kualifikasi dan kualitas Dosen PTLN Komitmen.
Kampus Cabang setara dengan Daftar dosen serta
kualifikasi dan  kualitas Dosen kualifikasinya dan status
perguruan tinggi di negara asal. kewarganegaraan.
16. | Tenaga Kependidikan PTLN Kampus Komitmen
Cabang diprioritaskan dari dalam Daftar Tenaga Kependidikan
negeri setara dengan kualifikasi dan serta kualifikasinya dan status
kualitas Tenaga Kependidikan kewarganegaraan.
perguruan tinggi di negara asal.
17. | Kualitas prasarana dan fasilitas Komitmen.
perkuliahan PTLN Kampus Cabang Daftar prasarana dan fasilitas
setara dengan kualitas prasarana dan perkuliahan.
fasilitas perkuliahan perguruan tinggi
di negara asal.
18. | Rencana Pengembangan Kampus Dokumen rencana
| Cabang; pengembangan kampus cabang.
19. | Dukungan kedutaan besar negara Surat Pengantar dari kedutaan

asal PTLN di Jakarta

besar negara asal PTLN di

Jakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi dokumen yang
telah diunggah Pengusul melalui laman http.//silemkerma.kemdikbud.go.id.

Hasil

evaluasi akan

diumumkan

melalui laman

http./ /silemikerma.kemdilkbud.qgo.id. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

selanjutnya akan melakukan evaluasi lapangan untuk usulan yang telah
disetujui pada evaluasi dokumen. Kementerian, melalui Sekretariat Jenderal,
akan menerbitkan izin operasional bagi usulan yvang disetujui.

B. Prosedur Prosedur Perizinan Penyelenggaraan PTLN Kampus Cabang

Prosedur perizinan penyelenggaraan PTLN Kampus Cabang terdiri atas

tiga tahap, sebagai berikut:




Peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia atau wundangan dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bagi PTLN yang PT asal dan/atau bidang studi/subject menduduki
peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia dapat mengajukan usul
pendirian PTLN Kampus Cabang tanpa undangan dari Kementerian.

Kementerian memberikan undangan Kkepada PTLN, vyang PT asal
dan/atau bidang studi/subject tidak menduduki peringkat 200 (dua
ratus) terbaik dunia, untuk mendirikan kampus cabang di Indonesia
berdasarkan pemenuhan persyaratan, peringkat PTLN, dan kebutuhan
program studi yang menjadi prioritas negara.

Pembentukan Badan Hukum Penyelenggara yang Bersifat Nirlaba

a. PTLN vang PT asal dan/atau bidang studi/subject menduduki
peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia atau yang telah
memperoleh surat undangan membentuk badan hukum
penyelenggara PTLN Kampus Cabang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Badan hukum penyelenggara PTLN Kampus Cabang membuat
komitmen untuk memenuhi persyaratan pada Online Single
Submission (OSS) berdasarkan prosedur yang ada di Online Single
Submission (0OSS) melalui laman http://www.oss.go.id.

c. Badan hukum penyelenggara PTLN Kampus Cabang mengajukan
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akan memperoleh NIB ini dari
Lembaga OSS apabila semua komitmen telah dipenuhi.

Pengajuan Pendirian PTLN Kampus Cabang melalui laman

http.//silemkerma.kemdikbud.go.id

a. Badan hukum penyelenggara PTLN Kampus Cabang mengunggah
semua persyaratan sesuai dengan komitmen melalui laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id dalam  bentuk dokumen
proposal studi kelayakan dilengkapi dengan berbagai dokumen
lainnya sebagai lampiran).

b. Adapun dokumen yang harus diunggah adalah:

1) Surat Pengantar dari kedutaan besar negara asal PTLN di
Jakarta;

2) Penjelasan lokasi PTLN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Pendirian PILN di lokasi
Kawasan Eknonomi Khusus (KEK) Zona Pendidikan atau di
luar KEK Zona Pendidikan;

3) Surat Pernyataan bahwa PTLN bersedia memenuhi Syarat
Hukum, Syarat Kesetaraan, dan Syarat Akademik;

4) Bukti bahwa PTLN memiliki Syarat Kualitas; dan

5) Izin ©bekerja dan KITAS bagi pengelola PTLN yang
berkewarganegaraan asing;

c. Apabila PTLN berasal dari negara yang memiliki perjanjian antar
pemerintah (G to G) dalam bidang pendidikan, dapat melampirkan
dokumen perjanjian;

d. Kementerian melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemenuhan persyaratan,;

e. Apabila hasil verifikasi dokumen:

1) Belum disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan
kembali usulan pendirian PTLN Kampus Cabang sebagaimana
tercantum pada angka 3; atau




Iv.

V.

2) Disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan
proses ke tahap berikutnya yaitu validasi ke lapangan oleh
Kementerian; dan

f. Apabila hasil validasi ke lapangan:

1) Belum disetujui, maka usulan ditolak.

2) Disetujui, maka kementerian akan menerbitkan izin pendirian
PTLN kampus cabang.

PTLN dapat mengikuti informasi terkait dengan proses perizinan yang sedang
berjalan melalui laman OSs dan/atau laman
http./ / silemkerma.kemdikbud.qgo.id.

PENUTUP

Panduan Pendirian Perguruan Tinggi Luar Negeri Kampus Cabang berfungsi
sebagai petunjuk teknis bagi PTLN yang akan menyelenggarakan Kampus
Cabang di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan memahami panduan ini diharapkan PTLN vyang memenuhi
persyaratan dan berminat mendirikan kampus cabang di Indonesia dapat
mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dengan sebaik-baiknya
dan mengajukan usul sesuai prosedur yang ditentukan

Semoga Panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang bertujuan untuk
memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

PENJELASAN DAN CONTOH DOKUMEN

A. Outline Proposal Studi Kelayakan:
1. Bidang Pendidikan: Pelaksanaan kurikulum dan penjaminan mutu
Pemenuhan syarat kualitas, syarat akademik, dan syarat kesetaraan
a. Proses Belajar Mengajar yang diselenggarakan
Disesuaikan dengan laporan pada Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi (PD DIKTI);
b. Hasil Pembelajaran
Mekanisme pelaporan hasil penilaian dilakukan secara
berkelanjutan disesuaikan dengan sistem pelaporan pada PDDIKTI.
Proses dan mekanisme pembelajaran disesuaikan dengan kampus
di negara asal;
2. Bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
a. Bidang ilmu yang dikembangkan dalam Penelitian, Inovasi dan
Pengabdian kepada Masyarakat
b. Hasil Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Hasil riset dikelompokkan menjadi riset untuk kemanfaatan
masyarakat, riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi
teknologi garda depan, dan pengabdian kepada masyarakat yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat. PTLN Kampus Cabang
harus melampirkan data, proses, dan mekanisme riset, invensi dan
inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat;
3. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
a. Administrasi Akademik Termasuk Rekrutmen Mahasiswa
Proses rekam akademik dilaporkan di dalamnya memuat jumlah
mahasiswa sejak mendaftar hingga lulus;



b.

Umpan Balik Mahasiswa

Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap penyelenggaraan
PTLN Kampus Cabang diperoleh dari hasil evaluasi yang
bersumber dari data Kkuesioner atau data sejenis vyang
menunjukkan kualitas pelayanan pendidikan, proses
pembelajaran, dan sarana prasarana serta saran untuk
meningkatkan mutu lulusan,;

Rekam Jejak Alumni

Studi pelacakan jejak alumni (tracer study) dilakukan secara
sistematis dan institusional sehingga diperoleh data dalam hal
pemanfaatan jaringan bagi pencari kerja dan perbaikan program
studi secara berkelanjutan.

4. Bidang Organisasi dan Sumberdaya.

a.
b.
c.

d.

Pemenuhan syarat hukum, syarat kualitas, dan syarat akademik
Pemutakhiran data PTLN Kampus Cabang

Pemutakhiran data meliputi struktur organisasi, peringkat atau
akreditasi, kurikulum, sarana prasarana, dan daftar dosen serta
kualifikasinya;

Akta Pendirian Yayasan dan SK Kumham Yayasan

B. Rencana Pengembangan Kampus Cabang
Rencana Pengembangan Kampus Cabang sekurangnya mencantumkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Mahasiswa

a.

b.

Proyeksi jumlah mahasiswa untuk 5 (lima) tahun termasuk
mahasiswa internasional (non-WNI);

Tata cara rekrutmen mahasiswa, termasuk persyaratan
kemampuan bahasa, dan akademik untuk masuk prodi,
pendaftaran di kampus induk dan pencatatan pada PDDikti;

2. Pengembangan Sumber Daya

a.
b.

Rencana perekrutan dosen dan tenaga kependidikan;
Rencana penyediaan sarana dan prasarana.

3. Proses Pembelajaran

a.
b.

Rencana pelaksanaan 4 mata kuliah nasional,

Rancangan pembelajaran yang akan dilakukan, termasuk Kalender
Akademik. Apabila dalam rancangan pembelajaran ini mahasiswa
diperbolehkan mengikuti pembelajaran di kampus induk, maka
jangka waktu pembelajaran di kampus induk paling lama 25% dari
walktu studi;

4. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

a.
b.

Rencana pengelolaan penelitian;
Rencana pengelolaan pengabdian pada masyarakat.
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C. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara
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& Ustuk disi sendiri;

b Selos losa con den oieh ierena My S meweldl untuk dan ot

Nyomys MUSAROM, ishir o Beubur, pec tanggal 15-06-1952
{Bma belas Jun seribu sembian ratus ima pulus dua), Dagang,
Wags Negara Incbresia, betompat tinggsl o Ksbupaten
Rutus Tetamgge Nomor: 07, Rukun Warge Nemer : 07,

Femogang Xartu Tanca Pencudui Mormor © 1900/939150991; -
2. Tuan H.ROSIDI, 'shir & Kabupater Brebes, pada tangoa’ 18-08- 1968
{delapan DEas AguSus seiDy SemDilan U e puiuh Oclapan],
Viraswasta, Warga Negara trggal &
Bungur, Kecameten Ketanggor, NewrahenWDess Xetanggor, fuan
Tetangga Nomor © 06, Ruken Warga Nomor - 06,

Pemegeng oty Tonds Pewduduk dengen  Somor  Indhk
Kependudukar : 3129151808580003; —————

3 Tuan ROZAKI, iehic & Kabuaten Turi, pede tanggal 26-03-1976 (dus
puly® enam Maret senbu semblan rahs houh Duluh eEnam)
Wirsswasta, Wargy Megare Indenesia, Sertrpet toggal o Gabusaten
Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rulun Tetangga
Norer : 05, Rukun Warga Nomer : 09—

4. WYUSUF, ahir & Kabupaien Mretes Lor, pade tenggad 12-07-1945
(& belas lul serkn sembilan s ermpat puich ma), Wirssuacts,

Warga regara Indenesia; Derterpat tinggal o Katusaen Mivedes Lo,

Fetangguagan, J wgurgan, Rukun

Tetangge Nomer : 06, Rukun Wargs Nomor ; 03; -
Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomer  §S82/1 240977777, ——
Fam penghacas teieh ckena ceh saya, Notars,
Para perghacp bedfirdse setucimaca terwhut O s desgas b

mETANgan et Cauly SEORGRT DETRLE ————————

batwa gusa C ' racpat dan
mengembangkan potensi-octens! yang ada, mwia Dery dbestuk
Wt wecsh untuk pergeiolasnma;

SaTwa wadeh leTsEbLt THTLORRET susty DaCaT SOSR GaaT Deriuk

Yayasan,
KATWR UMLK MECCECA liMan cart angoeld-2TCOMATYR tertemnt
wrai sebesar Rp 100000000, (seens i pet] yang
perurtuian shags wiaysen awal Yayesa; -
SetutunGan dar! sagesa apa yang curalian of atas, meka e pEghatas
dengan ini menerangiian teish bersenaiant can telah bersenujy mendirian
it Becen Hukur yerg berietut TATASAN dergen angges- daer
shagai beras

NAMA DAN TEMPAT
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D. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Contoh Berita Negara
Tentang Pengesahan Yayasan Tentang Pengesahan Yayasan

i
3 m
E
é HEMENTERIAY HUKUM DAN HAK ABAST MANUSIA REPURLIK TNT i
ks DK TORAT AINDET AL ADMINISTRAS] HUKUM UMUM % ;
2
K AN TR WUIRLM IIJ\ﬂl\SJ\S‘MJ\N\SInll MLRLL Kl\i(K.'N‘S’I'\'
5 Lo "riuln‘\.\".'n..a SRR AM D4 T 2311 TATYASAN
TENTA NG
SEHGESANAK YATASAN Tambanan Berta - Negara 2, 1. Tanggal 115 - 2007 Mo, 3§,

MENTRILT TIUIB I LLAR 1LAR A% 53 MARAISLA REFUILIL INLUSESIA, Pengumuman_ dalam Berita-Nagarz R.1. sesuai dengan ketentuan
an merelitian wohadap Akt P Pasal 24 ayat [1) Undang-undong No. LE Tahun 2001 tentans Yayasan,
cstetun Pk D flak Asas) bas

Habs ety i

wuu- . ki A
e s s 81t i permienn pranGRAg IR, s gEA Jakarta, 27 Desember 2006
i
AL Namor & C-HT.0H.09-569 Hepada Yth,
e Motarts Majl Muhanimal frnawan
e Dareri, SH, MM
Perihal Yayazan Estu Utome Jalan Kates homor 47 B
Bayalall
- B "ﬂg' oy Sehubungen dengan sural Saudara Nomor 43/NDT/RLTZ006 tanggal
Mommr 13, Tambahan 3 Desercber 2004, perihal sebagaimena dimeksud pada pokok surat,
denganini kami beritahukan hahwa Perubahan Anggaran Dasar Yavasan
4 . MAEMLITUSC AN Estu Utomo, berkedudkan di Desa Mudal, Hecarmatan Boyoelali, Kabupaten
F._‘ur.w'.:l-" Munbwrikn Pesgesalan Al Sowdisinn Boyolall, Propinsi Jawa Tengeh, sesual akta Nemor 05 tanggal 20
S SARVIA AR A A O<mber 2006, vang dibugt oizh Saudara, dzlam rangxa penyesuaian
i AL g dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nemar 28 Tahun 2504
i “-‘ e s wnmm tentang Perubahan atas Undang-undang Nomar 16 Tahun 2001 tentang
Wargs D01 K shiraan Wonets. Kacssston Hamyas Tl B Yayasan, lelah kami terima dan kaml catat dalam dallar yayesan,
el deati Al Miror 16 mlu;." I 21D yumg, et ulh Hotarl 1.. Darrslan Untiak Skl
KEDLTA t Wapetame ook b

DIREKTUR JENJIERAL
ADMINISTRAST HUKUM UMUM

DR SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MA
NIP. 040032831

Ae

wasan:

Contoh Keputusan Menkumham Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1 Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

B SRR OENS SN B SRRRRRRR

g

-

FENERTAMAN RINDINAN PABAM UM PEAGLSAAN PENGIRMN BADIN HUKUS
WAFASAN AS.SUAMAN PADANT | s
- 2 = AN
| i awal. B2, $0.00E000
S by a Pishan Mot S pika A o {2 Saaram
B R—— T G T
f " ~ o FICALES L3714 0T
LA Mo 17 A i Ll N M il el | v Il
b i ot JONES YENDRA 1471031 406750021 ;
A veEs D W ean Memisn o fan ek ksl Waasis g WHMAD DANEL LE 32012 F028001 0005

Prrr st Baan S THnr A SHMAH PAOANE

WEMUTUSE AN

Sanristh i £ | 4
i “Minmharian feegabn batah fukee | |
TATASAN ASSUNN I PATRRG |
et thicn. o K7 PTG, sl e B Mo 01 Faragel 71 gl 208 [ |
¢t bt alch Natais TUSMARN, 53 berbectdukar di KCTA PADAG,
i opertoman i ke sk nace bk

FIFDasS 1TSS TT 0002 PIMBING,

Dnteticbarn i fkats ol 02l 2018, | IoHES VEnDRA TFIDAAK TS0 PEMHNA

AH4AD DARIEL LT TOIIUTTEL 0605 PEMEINS

L MENTERI MLITLI. TIAK A AR PRSI | MIMANMAT ARES S INPITALTS4 EX005 FEMBING
TRFESCLIN |ER0ERAL ADMNETRAZ! HUKIH (MM || Shoukai 706N

T e INTIUXAATESIG: FENGORS RETUAL

AP CAALIEIONS FINCURUE BENDAHARS
urmnm mmﬁ CENRCTANS

e Py
OF, MO AMM DAGD DFSL
WIF, 19531120 1984101 401

117348 I3 TR ruum

Do I T G S RGO PNGANAS h'sﬁ;m

CRSOR: A3 F0AE0 18, 01 TUNEGAL 02 Jull 2084
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E. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU
Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDCNESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H. R, Rasuna Sald Kav. 5-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp, (021) 5202387 — Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

. = Kepada Yth,
L T il eade Notaris Haji Muhammad Irnawan
e = Darori, SH, MM
P * Jalan Kates Nomor 47 B
! Boyalali
Perihal :  Yayasan Estu Utomo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XIT/2006 tanggal
15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,
dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober
2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal
71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima
dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

NIP. 040039881

no

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TR

NIZAM
NIP 196107061987101001




